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Ringkasan Umum
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Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah
Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa
dan/atau surat berharga yang diperoleh dari
pemberi hibah yang tidak perlu dibayar
kembali, yang berasal dari dalam negeri atau
luar negeri.

Dibandingan dengan realisasi pendapatan
hibah Semester Il 2022, realisasi
pendapatan hibah Semester I 2023
mengalami peningkatan sebesar 50,26%,
yaitu sebesar Rp 8,99 triliun.

G

Dibandingan dengan realisasi belanja
hibah Semester Il 2022, realisasi belanja
hibah Semester Il 2023 mengalami
penurunan sebesar
Rp5.584.131.777.866,00 atau minus
96,22%, hal ini disebabkan karena mulai
tahun 2023 pengelolaan belanja hibah
kepada pemerintah daerah dialihkan ke
pengelolaan transfer ke daerah dan dana
desa

Selama periode Semester |l 2023, realisasi
pendapatan hibah terkait Pilkada Serentak
adalah sebesar Rp11.941.994.114.171,00

djppr*
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Landasan Hukum

Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

Peraturan Pemerintah No 2/2012 tentang Hibah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan No 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah;
Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

0 00 Nongsl B W S

Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
. Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.07/2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan No 155/PMK.07/2016 tentang Hibah dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

[H
o

11. Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau
Hibah Luar Negeri

12. Peraturan Menteri Keuangan No 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

13. Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

14. Peraturan Menteri Keuangan No 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri.

15. Peraturan Menteri Keuangan No 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

16. Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-876/PB/2020 tentang Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun

Anggaran Yang Lalu
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Cakupan Pengelolaan Hibah

1. Realisasi pendapatan hibah yang mekanisme penarikan hibahnya melalui kuasa BUN dan tidak melalui kuasa BUN (kas dan

barang/jasa/surat berharga).
1

Jenis Hibah Terencana/DRKH Langsung/Non-DRKH
Penandatangan M K C
Hibah enteri Keuangan Menter/Pimpinan Lembaga

Penarikan Hibah KPPN/BUN \ Non-KPPN/BUN

Dokumen NPH, WA, NOD SP2HL/SPHL, SP4HL/SP3HL, * BAST, SP3HLBJS
Pertanggungjawaban SPTMHL, Rekening Koran e MPHLBIJS, SPTMHL
. LC, DP, REKSUS, RKUN

B Reimburesement e

2. Realisasi belanja hibah Pemerintah Pusat meliputi belanja hibah ke Pemerintah Luar Negeri/Lembaga Asing, dan belanja
Banking Commision.
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Skema Hubungan Entitas Pengelola Hibah

Hibah Terencana Pemerintah
Pusat

-

‘ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
Pemerintah Asing ( ~

Luar Negeri : BUN

BUN : mencatat Pendapatan
Hibah

* K/L: mencatat Belanja yang - ~
dibiayai dari hibah, Aset, (

Beban Jasa N Pemda

Hibah Langsung Pemerintah

Dalam Negeri Pusat K/L : >
N / Pemindahtanganan BMN Masyarakat

(apabila aset hibahnya
dipindahtangankan)

Pihak Lainnya

Y \ g

. Belanja Hibah kepada

Keterangan: Pemerintah Daerah
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun >
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, tahun 2022 menjadi periode terakhir ,

. : Aset dari
konsolidasi laporan keuangan pengelolaan hibah ke o m
daerah ke UAP BUN BA 999.02 (Pengelolaan Hibah). Pemindahtanganan BMN
Mulai tahun 2023, pengelolaan hibah ke daerah yang melalui Hibah

semula menjadi bagian dari BA 999.02 dialihkan ke BA
999.05 (Transfer ke Daerah).
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Daftar Register Aktif Per Semester 1l 2023

Per Jenis & Pemberi Hibah
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Jenis Hibah Negara Pemberi Hibah Jumlah Register Persentase Jumlah Register
per Jenis Hibah
1 Langsung Indonesia 2860
2 Langsung International Organization 181
3 Langsung Japan 60
4 | Langsung Germany 39
5 | Langsung Republic of Korea 33
6 | Langsung Australia 30
7 | Langsung United States of America 23
8 | Langsung United Kingdom of Great Britain 10
& Northern Ireland

9 Langsung France 6
10 | Langsung FSIE c B LANGSUNG = TERENCANA
11 | Langsung Lainnya 36

Langsung Total 3283 JUMLAH REGISTER BERDASARKAN PERIODE HIBAH
12 | Terencana Germany 11
13 | Terencana IBRD 11
14 | Terencana International Organization 9 1952
15 | Terencana |FAD 4 2000 1300
16 | Terencana ADB 4 1500
17 | Terencana Japan 2 1000
18 | Terencana Japan 2 00 61 15
19 | Terencana IDB 1 0 - ‘
20 | Terencana United States of America 1 s.d 1 tahun 2 s.d 5 tahun 6 s.d 10 tahun di atas 10 tahun

Terencana Total 45

1. Sumber : Data register SEHATI, diolah
2. Register aktif dengan periode closing hibah 2023 ke atas
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Realisasi Pendapatan Hibah Semester 11 2023

Keterangan

Hibah Dalam Negeri

\VHEY

Keterangan

18.681.668.376.346 Hibah Luar Negeri

\VHEY

8.215.588.352.658

Total
26.897.256.729.004

Melalui Kuasa BUN
(Terencana)

Melalui Kuasa BUN
(Terencana)

423.174.970.047

423.174.970.047

Tidak Melalui Kuasa BUN

18.681.668.376.346

Tidak Melalui Kuasa

7.792.413.382.611

26.474.081.758.957

(Langsung) BUN (Langsung)

Uang 15.361.429.146.772 Uang 1.399.554.762.906 16.760.983.909.678
Barang 3.274.761.499.466 Barang 2.393.230.936.908 5.667.992.436.374
Jasa 45.477.730.108 Jasa 3.999.627.682.797 4.045.105.412.905

Melalui Kuasa BUN

Berdasarkan Mekanisme Penarikan Hibah

2%

m Tidak Melalui Kuasa BUN

Sumber: Data LK BA Semester Il Tahun 2023 berdasarkan SPAN, diolah

m Hibah Dalam Negeri

Berdasarkan Sumber Hibah

Hibah Luar Negeri

Berdasarkan Bentuk Hibah

BARANG JASA
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Realisasi Pendapatan Hibah Semester 11 2023
Per Kementerian Negara/Lembaga

MELALUI KUASA BUN TIDAK MELALUI KUASA BUN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KAS JASA BARANG

1 KPU 9.485.402.439.325 47.169.520.321 9.532.571.959.646
2 KEMENKES 963.227.790.443 1.080.498.117.216 1.185.526.201.052 3.229.252.108.711
3 BAWASLU 2.549.016.059.197 7.942.194.404 2.556.958.253.601
4 POLRI 1.179.154.073.234 307.317.835 986.664.212.790 2.166.125.603.859
5 KEMENHAN 634.257.951.631 1.266.380.798.518 1.900.638.750.149
6 BAPPENAS 20.821.647.678 20.507.783.264 1.177.329.660.512 1.614.275.300 1.220.273.366.754
7 KEMENAG 1.039.375.134.803 75.241.494.789 1.114.616.629.592
8 KEJAKSAAN 250.785.736.345 584.697.440.898 835.483.177.243
9 KLHK 264.126.712.595 51.792.330.813 147.159.706.578 21.439.643.924 484.518.393.910
10 KKP 12.037.622.489 23.736.558.282 80.168.076.198 254.333.674.548 370.275.931.517
11 LAINNYA 126.188.987.285 563.728.052.341 1.559.642.534.566 1.236.982.979.830 3.486.542.554.022

TOTAL 423.174.970.047 16.760.983.909.678 4.045.105.412.905 5.667.992.436.374 26.897.256.729.004

Sumber: Data LK BA Semester Il Tahun 2023 berdasarkan SPAN, diolah

Persentase Realisasi Penerimaan Hibah Per Kementerian = KPU
Negara/ Lembaga

m KEMENKES
BAWASLU

Penerima hibah terbesar pada Semester Il 2023: POLRI

= KEMENHAN

BAPPENAS
Penerima hibah dalam bentuk uang dan barang terbesar adalah

KPU, sedangkan untuk penerima hibah dalam bentuk jasa terbesar
adalah Kementerian Kesehatan.

KEMENAG
= KEJAKSAAN
m KLHK
m KKP

m LAINNYA
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Realisasi Pendapatan Hibah Semester 11 2023

Per Negara Pemberi Hibah

Negara Donor

Terencana

Kas

Langsung

Jasa

djppr*

INDONESIA

3.265.060.461.976

20.769.910.036

15.361.429.146.772

18.647.259.518.784

INTERNATIONAL ORG

10.416.758.399

932.397.851.579

864.313.716.887

913.656.930.797

2.720.785.257.662

7.082.372.712

327.694.385.136

1.602.938.122.915

4.898.507.119

1.928.448.642.458

1
2
3 AUSTRALIA
4 UNITED STATES OF AMERICA

122.462.837.030

935.249.443.089

4.938.171.441

1.062.650.451.560

5 JAPAN

375.935.634

452.673.000.977

36.812.416.115

6.302.974.464

496.164.327.190

6 GERMANY

188.538.364.935

210.152.952.605

45.120.723

398.736.438.263

7 UNITED ARAB EMIRATES

388.752.060.000

388.752.060.000

8 IBRD 218.066.925.603 46.220.122.080 264.287.047.683
9 CHINA 211.073.491.627 1.196.575.600 212.270.067.227
10  |UK & NORTHERN IRELAND 41.016.764.546 138.804.486.173 2.253.917.645 182.075.168.364
11 |LAINNYA 12.859.358.188 315.613.643.503 236.064.365.085 31.290.383.037 595.827.749.813
TOTAL 423.174.970.047 5.667.992.436.374 4.045.105.412.905 16.760.983.909.678 26.897.256.729.004
Persentase Realisasi Penerimaan Hibah Per Negara Pemberi Hibah
69,33%

70,00%

60,00% Pemberi hibah terbesar pada Semester i

50,00% 2023:

40,00% o i

30,00% Pemberi hibah uang dan barang terbesar berasal dari

20,00% 1012% 7170, o Indonesia, sedangkan untuk pemberi hibah jasa terbesar

10,00% ‘ 07 1,84%  1,48% 145%  0,98% 0,79% 0g8% 222% ' ia.

o - P &5 = 68% 222 berasal dari Australia

' NS L X & S Q & O & O s
@O& o&\O o Qv*g& ¥ é&@v & v d e&& s
DS P < ¢
3 & & &
\é{o 0(_3\?’ é\& %%O
oé\% S S

Sumber Data LK BA Semester Il Tahun 2023 berdasarkan SPAN, diolah
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Perkembangan Pendapatan Hibah

Berdasarkan Bentuknya

[triliun rupiah]

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

J

29,43

Bentuk Hibah

djppr”

Uang 5,50 18,83 5,01 5,70 17,18
Barang 5,01 5,55 17,97 8,34 5,67
Jasa 4,56 5,05 3,33 3,87 4,05
TOTAL 15,06 29,43 26,32 17,90 26,90

2019

2020

2021 2022

Uang EmBarang EmJasa ——Total

2023

Sumber Data LK BA Semester Il Tahun 2023 berdasarkan SPAN, diolah

Pendapatan hibah terbesar pada Semester i

2023:

Pendapatan hibah terbesar pada Semester Il 2023

adalah dalam bentuk uang
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Realisasi Pendapatan Hibah Pilkada Serentak

Realisasi pendapatan hibah Pilkada Serentak:

Realisasi pendapatan hibah terkait Pilkada Serentak pada
Semester Il 2023 adalah sebesar Rp11.941.994.114.171,00,
vaitu 44,40% dari total realisasi pendapatan hibah Semester

[triliun rupiah]
I 2023 sebesar Rp26.897.256.729.004,00.

REALISASI TAHUN 2023

10,00

JUMLAH REGISTER 9,00

8,00

K/L LAINNYA; 52; 6%

7,00

6,00

5,00

KOMISI PEMILIHAN 4,00

UMUM; 454; 50%

BADAN PENGAWAS
PEMILU; 400; 44%

3,00

2,00

1,00
0,08

KOMISI PEMILIHAN BADAN PENGAWAS K/L LAINNYA
UMUM PEMILU

Sumber: Data LK BA Semester Il Tahun 2023 berdasarkan SPAN, diolah
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Perbandingan Realisasi Belanja Hibah Luar Negeri
Semester |l 2022 dan Semester 1l 2023

[miliar rupiah]

8.000,00 92 00% 100,00%
, 0
(o) ()

7.000,00 82216

80,00%
6.000,00
5.000,00 60 00%
4.000,00

7.067,69 40.00%

3.000,00 5.803,27 ’
2.000,00

20,00%
1.000,00

238,20 219,14
\
) e 0,00%
2022 2023

B Pagu Realisasi =o=Tingkat Penyerapan (RHS)

Realisasi Belanja Hibah Luar Negeri Semester || 2023:

Jenis Hibah Realisasi
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan Belanja/Hibah 151.000.000 101.163.777 67%
1 Pembayaran Banking Comission kepada MUFG Bank Tokyo Japan 151.000.000 101.163.777 67%
Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri/Organisasi Internasional 238.046.041.000 219.039.555.000 92,02%
Total 238.197.041.000 219.140.718.777 92,00%

Sumber: Data LK BA Semester Il Tahun 2023 berdasarkan SPAN, diolah
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Keterangan 2019
[miliar rupiah]
DIPA 7.873,26 8.946,23 7.578,34 7.067,69 238,20
10.000,00
Banking Commission 0,41 0,13 0,10 0,25 0,10
9.000,00 e, 8.946,23
Belanja Hibah LN* 234,27 29,41 32,02 47,51 219,04
8.000,00 o"7.873,26 Belanja Hibah DN 6.241,52| 3.981,72| 4.286,87| 5.755,52 -
©-.7.578,34
7.000,00 o 7.067.69 Belanja Hibah DN - 2.264,65 - - -
(terkait PEN)
6.000,00
TOTAL 6.476,21 6.275,91 4.319,00 5.803,27 219,14
5.000,00
2.264,65 : *) Dilakukan oleh BLU LDKPI
4.000,00
Sumber: Data LK BA Semester Il Tahun 2023 berdasarkan SPAN, diolah
3.000,00
2.000,00 . C L
Perkembangan realisasi belanja hibah pada
Semester Il 2023:
1.000,00 . . . .
Perkembangan realisasi belanja hibah pada Semester 11 2023
1238,20 : : :
i e e ot s mengalami penurunan dibandingkan pada Semester Il tahun

2022, hal ini disebabkan karena mulai tahun 2023 pengelolaan
belanja hibah kepada pemerintah daerah dialihkan ke
pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (BA 999.05)

2019 2020 2021 2022 2023
Banking Commission
Em Belanja Hibah DN
o—DIPA

Belanja Hibah LN
B Belanja Hibah DN (terkait PEN)
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Opini BPK

TAHUN LK BA LKBUN LKPP
® 2008 Disclaimer Disclaimer Disclaimer
® 2009-2011 WDP WDP WDP
® 2012 WTP-DPP WTP-DPP WDP
® 2013-2015 Opini di LK BUN (tidak WDP WDP

ada temuan yang
pengaruhi opini
® 2016-2023 LKBUN) WTP WTP

Catatan:
LK BA: Laporan Keuangan BA 15
LK BUN: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKPP: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
WDP: Wajar Dengan Pengecualian
WTP: Wajar Tanpa Pengecualian
DPP: Dengan Paragraf Penjelasan
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